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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI

JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
huruf m Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu disusun
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional
Arsiparis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional

Arsiparis;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
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Menetapkan

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA  ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN
EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional
Arsiparis adalah panduan bagi Arsip Nasional Republik
Indonesia, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga
Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga
Kearsipan Perguruan Tinggi, pejabat pembina
kepegawaian instansi, dan pejabat pembina jabatan
fungsional Arsiparis agar pelaksanaan kegiatan
monitoring dan evaluasi terhadap Jabatan Fungsional
Arsiparis dapat dilakukan dengan lancar, tertib, terpadu,
dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Monitoring Jabatan Fungsional Arsiparis adalah kegiatan
memantau perkembangan kedudukan dan kewenangan
Jabatan Fungsional Arsiparis dalam melaksanakan
fungsi dan tugasnya, serta mengantisipasi permasalahan

yang timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
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Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis adalah rangkaian
kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),
keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap
kedudukan dan kewenangan jabatan fungsional Arsiparis
dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional
Arsiparis adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan
kegiatan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional
Arsiparis pada setiap tingkatan.

. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional
tertentu yang mempunyai ruang lingkup, fungsi dan
tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara,
Pemerintahan  Daerah, Pemerintahan Desa, dan
Perguruan Tinggi Negeri.

. Arsiparis adalah seorang PNS yang memiliki kompetensi
di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan
formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan
serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab
melaksanakan kegiatan kearsipan dan diangkat secara
penuh dalam jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat
yang berwenang di lingkungan Ilembaga negara,
pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan satuan
organisasi perguruan tinggi negeri.

. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pimpinan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian,
kesekretariatan lembaga tinggi negara, provinsi,
kabupaten/kota, yang diberi delegasi sebagian wewenang
Presiden untuk mengangkat, memindahkan, dan
memberhentikan pegawai di lingkungannya sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis adalah
pimpinan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara,
provinsi, kabupaten/kota, yang diberi delegasi sebagian

wewenang pimpinan pembina kepegawaian untuk
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membina dan mengembangkan jabatan fungsional
Arsiparis di lingkungannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

. Tugas pokok Arsiparis adalah tugas yang dilakukan

Arsiparis dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dalam
mendukung tugas pokok dan fungsi satuan unit
kerjanya, yang meliputi pengelolaan arsip dinamis,
pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, serta dan

pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.

Pasal 2

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional

Arsiparis dimaksudkan untuk:

a.

menjamin kedudukan dan kewenangan Arsiparis sebagai
tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan
independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.;
mengevaluasi kinerja fungsional Arsiparis dalam upaya
peningkatan kinerja berdasarkan kompetensi dalam
jenjang jabatan yang didudukinya;

membantu Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
mengangkat dan memindahkan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dalam Jabatan Fungsional Arsiparis di
lingkungannya sehingga mampu berperilaku profesional
dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan
penghambat pencapaian tujuan Arsiparis sebagai tenaga

profesional.

Pasal 3

Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi Jabatan
Fungsional Arsiparis meliputi keseluruhan monitoring
dan evaluasi terhadap Jabatan Fungsional Arsiparis.
Keseluruhan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional
Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional

Arsiparis;
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b. jenis dan sasaran monitoring dan Evaluasi Jabatan
Fungsional Arsiparis;

c. tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan
monitoring dan evaluasi; dan

d. pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

menjadi tanggung jawab pimpinan lembaga kearsipan

dan pencipta arsip sesuai wilayah kewenangannya.

BAB 11
TIM MONITORING DAN EVALUASI
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Pasal 4

Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis

dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan

Fungsional Arsiparis.

Tugas pokok Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan

Fungsional Arsiparis sebagai berikut:

a. memantau dan mengevaluasi kinerja Arsiparis sesuai
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional
Arsiparis; dan

b. menyusun laporan monitoring dan evaluasi Jabatan
Fungsional Arsiparis.

Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional

Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) terdiri atas:

a. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional
Arsiparis tingkat pusat;

b. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional
Arsiparis tingkat provinsi;

c. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional
Arsiparis tingkat kabupaten/kota;

d. Tim Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional

Arsiparis tingkat perguruan tinggi negeri; dan
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